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A B S T R A K  

Pengelolaan remitansi dilakukan oleh keluarga PMI dalam upaya 
meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga saat PMI bekerja 
diluar negeri dan setelah selesai periode bekerja. Rendahnya 
pengetahuan dalam praktik pengelolaan remitansi membuat 
masyarakat cenderung konsumtif. Kondisi rumah tangga PMI yang 
berbeda jarak dan waktu mengakibatkan disharmonisasi dalam 
rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola 
pengelolaan remitansi oleh keluarga PMI dalam peningkatan 
ekonomi berbasis komunitas. Penelitian ini dilaksanakan dengan 
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 
menggunakan analisis teori Tindakan Sosial oleh Charles Tilly. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pilar pertama program BK TKI 
yaitu ‘pemberdayaan ekonomi keluarga PMI’ telah berhasil 
dilaksanakan. Komunitas ini berhasil menggunakan remitansi 
untuk dijadikan modal usaha kegiatan ekonomi produktif. 
Komunitas memproduksi olahan potensi sumber daya alam 
wilayah pesisir. Hal ini dapat terlaksana karena anggota komunitas 
atau istri PMI melakukan program kerja Bina Keluarga TKI di 

wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah dengan aktivitas penerimaan pengetahuan 
wirausaha, pelatihan wirausaha, pelatihan menjahit, dan produksi olahan komoditas rumput laut. 
Kelompok program BK-TKI mengarahkan anggotanya memiliki aktivitas produktif untuk mengelola 
remitansi. Anggota memiliki akses terhadap relasi diluar desanya, memiliki semangat yang tinggi dan 
bersilaturahmi. Kendala yang dialami seperti tidak tersedia transportasi, kurangnya SDM dari instansi, 
pelaksanaan pelatihan dari instansi tidak rutin dilakukan setiap periode dan memiliki jarak waktu yang 
cukup lama. 
 
A B S T R A C T  

 

Remittance management is carried out by PMI families to improve the quality of family welfare when PMI 
works abroad and after the end of the work period. Low knowledge of remittance management practices 
makes people tend to be consumptive. The condition of PMI households that differ in distance and time 
results in disharmony in households. This study aims to determine the PMI families' remittance 
management pattern in improving the community-based economy. This research was conducted using 
qualitative research methods with a case study approach using an analysis of social action theory by 
Charles Tilly. The results showed that the first pillar of the BK TKI program, namely 'economic 
empowerment of migrant workers' families, has been successfully implemented. This community has 
successfully used remittances as business capital for productive economic activities. The community 
produces processed potential natural resources of coastal areas. This can be done because community 
members or PMI's wives carry out TKI Family Development work programs in the coastal areas of the 
Mandalika SEZ, Central Lombok Regency, with activities to receive entrepreneurial knowledge, 
entrepreneurial training, sewing training, and processed production of seaweed commodities. The BK-TKI 
program group directs its members to have productive activities to manage remittances. Members have 
access to relations outside their village, have high morale, and stay in touch. Obstacles experienced, such as 
unavailability of transportation, lack of human resources from agencies, and implementation of training 
from agencies, are not routinely carried out every period and have a long distance of time.  
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1. PENDAHULUAN 
Pekerja Migran Indonesia merupakan pahlawan devisa negara atau pihak yang menggerakkan 

perekonomian negara sehingga negara memperoleh keuntungan dalam proses peredaran remitansi yang 
dihasilkan oleh PMI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pekerja migran telah banyak 

berkorban untuk keluarga yang tinggal dirumah, untuk mencari nafkah di luar negeri, rela meninggalkan 
rumah untuk pergi bekerja di Taiwan, Malaysia dan Arab Saudi (Nurchayati, 2010). 
Menurut Yuliani & Rasalwati (2020), keluarga yang suami/istri/anak bekerja menjadi pekerja migran 
memiliki karakteristik peningkatan kesejahteraan keluarga, mampu mengatasi berbagai masalah 
keluarga, memiliki kondisi psikososial yang tinggi dan memenuhi kebutuhan sosial ekonomi keluarga. 
Remitansi digunakan oleh masyarakat untuk memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi dan 
sosial keluarga (Habib et al, 2021). Ketahanan ekonomi dan sosial diwujudkan dengan penggunaan 
remitansi yang sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, rumah, kendaraan, acara 
keagamaan, pendidikan anak dan bisnis (dengan jumlah dibawah 50%). Oleh karena itu, bagi keluarga 
PMI yang dapat mengelola remitansi dengan baik maka menggunakannya untuk keperluan bisnis, namun 
jumlahnya lebih sedikit daripada keluarga PMI yang memiliki konsumsi rumah tangga yang tinggi. 

Keluarga PMI tidak jarang memiliki pemahaman yang rendah dalam praktik pengelolaan remitansi 
sehingga cenderung konsumtif. Istri yang merupakan ibu rumah tangga menghabiskan remitansi untuk 
kebutuhan konsumsi lebih banyak daripada istri bekerja (Zulkifli et al, 2020). Masyarakat memiliki 
kesulitan dalam mengelola bisnis ketika telah pensiun dari bekerja di luar negeri meskipun dikelola 
bersama keluarga di negara asal (Nugroho et al, 2021). Hal ini disebabkan karakter masyarakat memiliki 
tidak memiliki peralatan dan sedikit modal usaha, mayoritas purna PMI tidak siap dengan perubahan 
ketika di daerah asal dan tidak sabar dalam memperoleh hasil. 
Menurut (Zheng & Musteen, 2018), pengiriman uang atau remitansi mengarah pada pembentukan 
aktivitas wirausaha karena kebutuhan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat tipe ini 
adalah mereka yang mencari peluang berwirausaha. Kendala aktivitas wirausaha yang dilakukan oleh PMI 
adalah lokasi operasi bisnis terletak jauh dari akses jalan utama, kekurangan modal dalam penyediaan alat 
sarana prasana / transportasi, dan bergantung pada pemasok sumber daya yang dibutuhkan (Yuniarto, 
2019). Persoalan lokasi bisnis mengakibatkan kendala untuk mencapai pusat perdagangan. Hal ini menjadi 
hambatan karena bergantung pada pemasok bahan produksi. 

Pola penggunaan remitansi secara keseluruhan, keputusan untuk investasi, keputusan pekerja 
migran kembali ke daerah asal, dan kondisi atau status rumah tangga ditentukan oleh latar belakang sosial 
ekonomi masing-masing masyarakat dan pilihan yang tersedia (Puri & Ritzema, 1999). Perbedaan status 
sosial ekonomi dan pemilihan keputusan dalam penggunaan remitansi dapat  mempengaruhi kondisi 
rumah tangga PMI yaitu menghasilkan keharmonisan atau keretakan/konflik rumah tangga. Rumah 
tangga PMI berpotensi konflik dipicu oleh masalah penggunaan remitansi untuk kebutuhan konsumtif 
menimbulkan konflik destruktif sehingga berpotensi terjadi perceraian (Suryadi et al, 2022) Dengan 
demikian, rumah tangga PMI harmonis adalah mampu mengelola keuangan. Apabila remitansi/keluangan 
PMI tidak dikelola dengan bijak dan cenderung konsumtif maka memicu konflik menuju keretakan rumah 
tangga atau perceraian. 

Terdapat upaya dari berbagai pihak untuk mendampingi masyarakat/keluarga pekerja migran. Di 
Filipina, sedikit pekerja migran yang berwirausaha sehingga pendampingan tenaga ahli kewirausahaan dan 
pengembangan usaha dilakukan untuk memberdayakan keluarga hingga mencapai mandiri (United 
Nations Conference on Trade and Development, 2013). Perlindungan tidak hanya dikhususkan bagi PMI, 
namun dibutuhkan pula bagi keluarga PMI supaya kondisi rumah tangga stabil karena pasangan bekerja 
di luar negeri (Utami, 2018). Pemerintah memiki peran utama dalam pelaksanaan perlindungan bersama 
masyarakat, hal ini menjadi krusial karena keluarga pekerja migran memiliki posisi yang rentan. Salah 
satu program pendampingan keluarga PMI adalah Program Bina Keluarga (BK-TKI) dengan kegiatan 
kewirausahaan (Bachtiar & Prasetyo, 2015). Keluarga migran menerima pendampingan dari lembaga 
pemerintah supaya berdaya dan sejahtera dengan mengelola remitansi dan terhindar dari kondisi rentan, 
kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan pelatihan kewirausahaan hingga pendampingan dalam 
pelaksanaan bisnis. 

Pemberdayaan keluarga PMI dilakukan supaya PMI tidak kembali bekerja ke luar negeri, 
pembinaan dan pendampingan dilakukan oleh pemerintah dan NGO sehingga keluarga bisa memulai 
usaha produktif di rumah masing-masing (Aemanah, 2017). Program Bina Keluarga TKI adalah program 
yang melindungi keluarga PMI, Meskipun dalam pelaksanaan diberbagai wilayah di Indonesia belum 
efektif karena terbilang baru (Puspawati, 2019). Program ini dapat membantu masyarakat dalam 
mengelola perekonomian keluarga PMI dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi.  
Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2020), 
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masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Tengah memiliki kerentanan pada keluarga PMI dalam 
pembentukan stabilitas ekonomi rumah tangga karena ketidakmampuan mengelola remitansi. Program 
Keluarga Bina TKI berwujud pendampingan bagi keluarga PMI untuk memberikan pengetahuan 
kewirausahaan bagi peningkatan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Program kerja ini berbentuk 
komunitas untuk menghasilkan aktivitas pemberdayaan ekonomi sebagai tindakan kolektif untuk 
mencapai peningkatan ekonomi keluarga PMI.  

Tindakan kolektif diartikan sebagai konsep yang luas namun sederhana dalam pengertiannya, 
anggota atau unsur bergabung untuk mencapai tujuan bersama dan menghasilkan tindakan kolektif atau 
produk sosial. Anggota masyarakat membuat rancangan bersama, melakukan kegiatan sosial bersama, 
melawan sistem bersama, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan ‘collective action itself is a broad 
but simple concept; it includes all the ways in which people join their efforts in pursuit of common ends’ (Tilly, 
1977). Tindakan kolektif yang dihasilkan kelompok pelaksana program BK-TKI memiliki dampak perubahan 
yang signifikan pada kehidupan anggotanya karena anggota melakukan kegiatan dalam program kerja BK-
TKI untuk mencapai tujuan dari ketiga pilar program, 

Selanjutnya, tindakan sosial merupakan gerakan sosial yang terjadi dalam upaya mengadakan 
perubahan melalui interaksi sosial yang terkadang mengandung perlawanan dan sifatnya 
berkelanjutan antar anggota (Tilly, 1985). Tindakan kolektif untuk menuju perubahan yang 
telah dirancang secara bersama-sama, tindakan ini hasil interaksi sosial, berisi perlawanan dan 
berkelanjutan. 

Menurut (Tilly, 2004), tindakan kolektif ini memiliki 5 komponen yang seringnya digunakan untuk 
menganalisis konflik kepentingan. Unsur-unsur ini dijelaskan sebagai berikut: (1) kepentingan, yaitu 
anggota kelompok atau agen perubahan sosial memperoleh keuntungan atau kerugian bersama akibat 
berinteraksi dengan populasi atau kelompok lain, (2) organisasi, yaitu wadah yang menjadi identitas umum 
dan berisi struktur pemersatu agen atau anggota kelompok, (3) mobilisasi, yaitu kekuatan atau potensi dari 
tingkat sumber daya yang berada dalam kendali kolektif anggota kelompok, (4) kesempatan, yaitu tujuan 
dari gerakan sosial dikatakan berhasil apabila kesempatan dan momentum tepat dilakukan oleh agen, (5) 
tindakan sosial, yaitu aksi atau tindakan yang berisi petunjuk untuk mencapai kepentingan agen atau 
anggota yang ditujukan untuk kelompok lain.  

Ketahanan keluarga TKI dapat dicapai dengan pengelolaan remitansi yang efektif, namun, kendala 
yang dialami oleh masyarakat pesisir Kabupaten Lombok Tengah adalah ketidakmampuan dalam 
mengelola remitansi sehingga PMI harus pergi keluar negeri untuk bekerja di periode selanjutnya dan 
keluarga PMI menjadi kelompok masyarakat rentan. Menurut Aziz (2022), di Kabupaten Lombok Tengah, 
perekonomian masyarakat stabil di masa lalu karena memiliki hasil dari pertanian, namun, untuk saat ini, 
kebutuhan masyarakat semakin meningkat namun tidak semua memiliki lahan pertanian dan kesulitan 
mendapatkan lapangan pekerjaan. Kondisi ini membuat masyarakat pesisir pergi bekerja keluar negeri 
dan keluarga PMI perlu mengelola remitansi dengan baik.  

Menurut Wijaya & Setiyono (2020), Program Desbumi menjadi komunitas bagi masyarakat 
Kabupaten Lombok Tengah sehingga memiliki aktivitas setelah kembali ke daerah asal sekaligus aktivitas 
produktif bagi keluarganya dengan menggunakan remitansi melalui pemberdayaan ekonomi dan 
mengelola potensi lokal. Program kerja ini salah satunya bertujuan untuk mendorong masyarakat menjadi 
lebih berdaya, menyediakan sarana dan prasarana untuk menggali potensi lokal, dan mendampingi 
masyarakat dalam melakukan praktik keahlian manajemen bisnis dan keuangan/remitansi. Kabupaten 
Lombok Tengah memiliki beberapa program kerja hasil implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah pusat yang bertujuan memberdayakan pekerja migran dan keluarganya.  
Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah karena menjadi 
wilayah yang memiliki angka tertinggi kedua PMI yang bekerja ke luar negeri di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat dengan jumlah 5,644 individu pada tahun 2023 (NTB Satu Data, 2023). Jumlah ini menjadi angka 
kedua tertinggi sehingga mendapat perhatian lebih dari berbagai stakeholder, disamping itu, keberadaan 
PMI yang menghasilkan remitansi akan memberikan sumbangan devisa negara dan mengatasi masalah 
pengangguran (Khoirudin et al, 2023). Terlebih PMI yang kembali ke daerah asal dapat melakukan 
pemberdayaan ekonomi di daerah asal dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, memberikan 
stabilitas ekonomi yang berbanding lurus dengan keharmonisan rumah tangga, dan menyediakan 
aktivitas produktif (bisnis rumahan) untuk masyarakat disekitar tempat tinggal. Oleh karena itu, perlu 
penanganan khusus dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, dan masyarakat untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi pada PMI dan keluarga yang ditinggalkan bekerja.   
Penelitian ini bertujuan mengetahui pola pengelolaan remitansi berbasis komunitas yang dilakukan oleh 
keluarga PMI dengan implementasi program kerja BK-TKI untuk mengatasi masalah rumah tangga PMI 
untuk peningkatan ekonomi khususnya dalam upaya stabilitas ekonomi keluarga. Kebijakan yang telah 
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ditetapkan pemerintah pusat diimplementasikan bersama pemerintah daerah dan ketua pelaksana 
sebagai motor penggerak pada program kerja Bina Keluarga TKI di Kabupaten Lombok Tengah. Urgensi 
penelitian ini adalah teori tindakan kolektif oleh Tilly digunakan untuk menganalisis pengelolaan 
remitansi berbasis komunitas atau pemberdayaan yang dilakukan secara kolektif oleh keluarga PMI dalam 
organisasi/program kerja BK-TKI. Pelaksanaan program kerja ini dilakukan melalui komunitas yang telah 
dibentuk sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dengan pilar pemberdayaan 
ekonomi keluarga PMI yang terdiri dari mentoring, pelatihan, hingga produksi olahan potensi sumber 
daya alam wilayah pesisir.  
 
2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data mengenai aspek-aspek 
tidak berwujud seperti norma sosial, posisi sosial ekonomi, peran gender, etnis dan agama (Gofe et al, 
2022). Peneliti mendapatkan informasi mengenai data-data abstrak yang diperoleh dari kehidupan 
keluarga pekerja migran dan pengelolaan remitansi berbasis komunitas yang digambarkan secara 
deskripsi tekstual secara mendalam. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 
mengeksplorasi fenomena dan mencari makna yang terdapat dalam fenomena pengelolaan remitansi oleh 
keluarga PMI di wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, peneliti mengeksplorasi 
masalah sosial pada masyarakat pesisir, sehingga peneliti dapat mengetahui fenomena secara mendalam 
mengenai problematika subjek penelitian untuk dianalisis dengan teori sosial yang sesuai. Hal ini untuk 
menemukan posisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam realita sosial sebagai anggota komunitas 
program kerja BK-TKI. Penelitian kualitatif ini sesuai dengan pendapat Creswell & Creswell (2018), bahwa 
penelitian menggunakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang tersirat dalam 
fenomena yang memuat masalah social dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. 

Pendekatan penelitian adalah studi kasus sebagai strategi untuk memperoleh data dengan jawaban 
pertanyaan “bagaimana”, “mengapa”, dan “apa” (Yin, 2018). Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk 
memperoleh data dengan lengkap dan valid yang menjawab pertanyaan penelitian, pendekatan ini 
sebagai strategi untuk mendapatkan data mengenai penjelasan fenomena sosial mengenai proses 
terjadinya suatu fenomena, alasan terjadinya fenomena (tindakan sosial masyarakat), dan deskripsi 
mengenai fenomena social yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini memiliki karakteristik adalah data 
yang diperoleh menyeluruh menjawab permasalahan penelitian sehingga data dapat disusun secara rinci 
untuk diubah menjadi narasi penelitian.  

Alasan peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian yaitu 
mengetahui fenomena pengelolaan remitansi oleh masyarakat pesisir berbasis komunitas pada program 
kerja BK-TKI di wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, desain penelitian ini membuat 
peneliti mendapatkan data dengan mengeksplorasi perilaku atau tindakan sosial keluarga PMI dalam 
melaksanakan program kerja BK-TKI untuk mencapai kesejahteraan keluarga migran melalui 
pemberdayaan ekonomi. Setelah mengeksplorasi data dalam realita social kemudian data tersebut 
ditransformasi dalam bentuk narasi dari observasi di lapangan, hasil wawancara menggunakan pedoman 
wawancara, dan dokumentasi hasil pengalaman informan mengenai fenomena social dari kegiatan yang 
dilakukan oleh keluarga PMI. 

Studi kualitatif ini menggunakan teknik observasi dengan pengamatan yang tajam, wawancara 
untuk memperoleh petunjuk atau jawaban dari informan, dan dokumentasi dari sumber-sumber terkait 
(Cropley, 2023). Peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara langsung dan mengamati dengan 
tajam untuk mendapatkan data yang valid mengenai fenomena social yang terjadi pada masyarakat 
pesisir. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan kepada 
informan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, sehingga mendapatkan 
makna dari permasalahan sosial. Terakhir, peneliti melakukan pengumpulan data pelengkap dengan 
metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data atau dokumen dari sumber lain yang relevan dengan 
permasalahan penelitian mengenai pengelolaan remitansi oleh keluarga PMI berbasis komunitas di 
wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.  

Subjek penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Ketua BK-TKI 
Kabupaten Lombok Tengah sebagai informan kunci, anggota BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah (Istri 
PMI) sebagai informan utama, dan informan pendukung adalah Kepala Desa. Hal ini dilakukan untuk 
memperoleh pemahaman dan fenomena mengenai perilaku keluarga PMI dalam mengelola remitansi 
untuk meningkatkan status ekonomi di masyarakat dengan basis   komunitas melalui program BK-TKI.  
Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan fenomena mengenai perilaku keluarga PMI dalam 
mengelola remitansi untuk meningkatkan status ekonomi di masyarakat dengan basis komunitas. 
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Fenomena dikemas dalam gambaran yang reduksionistik dan mekanistik dengan kerangka kerja analisis 
data interaktif seperti reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Miles et al, 
2014). Peneliti menganalisis data dengan sistem interaktif dan kontinyu sehingga memperoleh hasil/data 
yang jenuh (berulang). Peneliti melakukan tahap reduksi data dengan menggolongkan data sesuai masing-
masing sumber, menyederhanakan dan mengubah/mentransformasi data menjadi data berbentuk narasi 
dari awal penyusunan laporan hingga proses penelitian berakhir. Selanjutnya, peneliti menyajikan data 
yang telah dikelompokkan per sub bahasan menjadi narasi. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dan 
melakukan verifikasi data, penarikan kesimpulan menjadi tahap terakhir dalam penyajian data yang berisi 
premis-premis penting atau hasil gagasan keseluruhan penelitian, hal ini dilakukan karena peneliti telah 
menguji validitas data setelahnya mendapatkan kesimpulan data mengenai  pengelolaan remitansi oleh 
masyarakat pesisir berbasis komunitas dengan melaksanakan program BK-TKI untuk meningkatkan 
status sosial dan ekonomi dan sebagai wujud pelaksanaan pilar pertama. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemerintah pusat memberikan solusi dalam mengurangi resiko keretakan rumah tangga PMI dan 
tindakan konsumtif dalam pengelolaan remitansi, bersama pemerintah daerah, dan perwakilan yang 
menjadi motor penggerak program. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 1 Tentang Panduan Umum Bina 
Keluarga TKI. Program kerja ini memiliki tiga pilar, salah satunya adalah pilar pemberdayaan ekonomi 
keluarga PMI. Program ini berwujud mentoring di setiap wilayah termasuk wilayah pesisir KEK 
Mandalika, berisi pertemuan rutin bulanan, pelatihan & produksi olahan potensi sumber daya alam di 
sekitar wilayah pesisir (rumput laut), serta pelatihan menjahit untuk produksi bros dan tas wanita. 

Menurut informan NH, masyarakat pesisir dikumpulkan dalam wadah/komunitas/kelompok 
program kerja BK-TKI sehingga bertemu dengan anggota lain yang memiliki kondisi yang sama, kegiatan 
dalam komunitas ini memperkecil kemungkinan melakukan kegiatan negatif dan memberikan 
kesempatan anggota untuk saling memberi dukungan atas kondisi sebagai istri PMI yang sedang bekerja 
keluar negeri. Program kerja ini untuk mencapai perkembangan dalam kehidupan istri PMI baik 
perkembangan kualitas hidup dan perkembangan usaha produktif atau bisnis atau kewirausahaan. 
Anggota menerima pengetahuan dan wawasan mengenai kewirausahaan sehingga dapat mengelola 
remitansi untuk meningkatkan perekonomian keluarga PMI di wilayah pesisir.  

Salah satu pilar program BK-TKI berbentuk kegiatan pemberdayaan. Menurut ZA (Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Provinsi Nusa Tenggara Barat), menyatakan bahwa masyarakat pesisir menerima pengetahuan wirausaha 
pada pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaksanaan produksi olahan 
komoditas rumput laut, serta pelatihan menjahit untuk pembuatan bros dan tas wanita. Kegiatan pada 
pilar pertama program BK-TKI mengarahkan keterampilan wirausaha supaya masyarakat pesisir dapat 
mengelola remitansi dengan bijak dan efektif setelah mendapatkan pengetahuan pada program BK-TKI 
Kabupaten Lombok Tengah. 

Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan masyarakat pesisir menjadi salah satu wujud program 
BK-TKI untuk meningkatkan produktifitas ekonomi pada anggota kelompok, hal ini merupakan upaya 
kelompok progam BK-TKI dan instansi dalam menciptakan pemahaman dan keterampilan masyarakat 
pesisir mengenai pembuatan produk bros, tas tangan, dan dompet wanita dengan kain tenun. Sehingga, 
kain tenun diinovasi dan dibuat menjadi produk-produk yang bisa dipakai/dikonsumsi sendiri atau dijual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kegiatan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Sirkuit Mandalika  

di Dusun Ujung lauq Desa Kuta, Kec. Pujut - Lombok Tengah  
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Pilar pertama program BK-TKI telah terlaksana di wilayah pesisir KEK Mandalika dengan melakukan 
aktivitas produktif yang bermanfaat bagi peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat pesisir. 
Menurut informan JU, Pemerintah daerah memberikan pengetahuan atau materi mengenai wirausaha 
dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam di sekitar wilayah pesisir dan dibersamai dengan upaya 
peningkatan keahlian masyarakat pesisir keluarga PMI untuk mengolah sumber daya alam pesisir dan 
membuat produk kerajinan tangan untuk wanita yang dapat dijadikan produk dagangan atau dipakai 
sendiri. 

Program BK-TKI didukung oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, namun, ketua kelompok BK-TKI. Menurut informan NH, mentoring oleh ketua dilakukan dengan 
penyampaian materi dan pengetahuan mengenai wirausaha dan perlindungan bagi istri dan anak PMI 
dalam bentuk pertemuan bulanan dan arisan yang dilakukan oleh istri PMI. Pemahaman kewirausahaan 
dapat mencapai tujuan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga apabila ditindaklanjuti, 
keluarga PMI melanjutkan aktivitas ini menjadi bisnis pribadi di rumah tangga masing-masing. Selain itu, 
bisnis yang dilakukan oleh masyarakat pesisir seperti menjual barang dagangan seperti sembako dan 
makanan ringan  atau toko kelontong. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Pertemuan Rutin Bulanan Kelompok BK-TKI Kab. Lombok Tengah 

 
Kegiatan ini terlaksana dengan baik karena keluarga PMI menerima materi wirausaha dari program 

BK-TKI dan menggunakan remitansi untuk dijadikan modal usaha, sehingga remitansi dapat diputar 
untuk kegiatan ekonomi produktif. Dalam hal ini, menurut RO (Ketua BK-TKI), menyatakan bahwa 
program BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil melaksanakan pilar pertama yaitu 
pemberdayaan ekonomi keluarga PMI, kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan dan 
pembentukan kelompok produksi olahan komoditas rumput laut. Kelompok BK-TKI mengambil 
kesempatan ini untuk melakukan pelatihan pengolahan rumput laut menjadi kerupuk. Ketua kelompok 
mendapatkan pengetahuan dari P2WKSS, kemudian dibagikan ketua kelompok untuk anggota BK-TKI di 
wilayah pesisir. 

Menurut RO (Ketua BK-TKI), Kelompok produksi pengolahan rumput laut ini dibuat kelompok 
pemekaran, sehingga menjadi dua kelompok, kelompok pertama memproduksi olahan rumput laut dan 
kelompok kedua memproduksi kue tradisional khas Sasak. Usaha produktif atau bisnis yang dilakukan 
oleh masyarakat pesisir diupayakan untuk pengoptimalan pengolahan sumber daya alam disekitar tempat 
tinggal, atau produksi rumahan dengan modal kecil, atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Selain itu, 
kelompok juga melaksanakan pemberdayaan dengan membuat kelompok menjahit sehingga pengurus 
dapat lebih mudah untuk memfasilitasi alat mesin jahit secara kolektif untuk anggota. 

Menurut informan JU, pada pelaksanaan kelompok menjahit, masyarakat pesisir keluarga PMI 
memperoleh pengetahuan dalam proses menjahit baju, bros, dan tas wanita. Setelah pelatihan selesai, 
masyarakat dapat mempraktekkan keahlian menjahit tersebut untuk membuka bisnis atau usaha di 
kelompok atau di rumah masing-masing, apabila terdapat masyarakat yang memesan baju atau produk 
jahitan lain maka dapat menambah pendapatan masyarakat pesisir dan bermanfaat untuk kehidupan 
sehari-hari keluarga PMI. Menurut informan MA, pelaksanaan program ini memiliki beberapa kelemahan 
sebagai berikut: pelaksanaan pelatihan wirausaha dari instansi (pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah) tidak rutin dilakukan setiap periode, namun, ada jarak waktu yang cukup lama sekitar 1 atau 
2 tahun sekali. Hal ini disebabkan, komunikasi antara kelompok BK-TKI dengan instansi tidak intensif. 
Dengan kata lain, pelaksanaan program tidak dilakukan evaluasi dan tidak ada waktu yang ditentukan 
untuk keberlanjutan pelatihan dari instansi . 
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Selanjutnya, menurut RO (Ketua BK-TKI), instansi tidak menyediakan perwakilan/penyuluh untuk 
menjadi pembina di kelompok BK-TKI, atau dengan kata lain, kurangnya SDM dari instansi bagi 
masyarakat pesisir anggota BK-TKI. Pembina dari instansi dapat memberikan pengetahuan baru setiap 
pertemuan, mengevaluasi kinerja kelompok atau sekedar memantau kondisi kelompok, namun hal 
tersebut tidak disediakan oleh pihak instansi terkait. Sehingga membutuhkan kinerja lebih dari ketua 
kelompok untuk pelaksanaan program, ketua kelompok yang menjadi motor penggerak untuk 
melaksanakan pelatihan, memimpin kelompok usaha produktif, dan mengumpulkan anggota. 

Menurut informan NH, masyarakat pesisir menerima pesanan kerupuk rumput laut dan kue 
tradisional khas Sasak untuk kelompok hanya musiman saja, dalam hal ini ketika menyambut hari raya Idul 
Fitri atau momen lebaran, masyarakat sekitar melakukan pembelian meskipun tidak terlalu banyak. Hal 
inilah yang menjadi hambatan masyarakat pesisir keluarga PMI dalam mengembangkan usahanya salah 
satunya karena rendahnya peminat dan lemahnya pemasaran. Selanjutnya, kendala yang dialami oleh 
masyarakat pesisir adalah tidak memiliki kendaraan bermotor sehingga mengalami kesulitan dalam 
menempuh lokasi pertemuan. Oleh karena itu, anggota perlu melakukan koordinasi dengan anggota lain. 
Kondisi ini mengakibatkan anggota tidak ingin menghadiri pertemuan yang diadakan oleh instansi atau 
kelompok BK-TKI 

Kelebihan pelaksanaan program ini bagi masyarakat pesisir, yaitu masyarakat dapat memperoleh 
pelatihan dari instansi-instansi terkait sehingga memperoleh pengetahuan dan wawasan baru mengenai 
kewirausahaan, selain itu, masyarakat memperoleh relasi diluar desanya, anggota dapat menjalin relasi 
dengan pemerintah daerah setempat sehingga memiliki jangkauan pemasaran yang lebih luas apabila 
ditindaklanjuti. Selanjutnya, menurut informan SA, kegiatan produktif dalam program BK-TKI dapat 
mendorong masyarakat pesisir keluarga PMI untuk mengelola remitansi menjadi modal usaha dengan 
melakukan usaha atau bisnis dirumah masing-masing, hal ini untuk meningkatkan perekonomian 
keluarga. 

Anggota memiliki rutinitas yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang bukan anggota, 
yaitu aktivitas selain melakukan urusan domestik. Menurut informan JU, hal ini menimbulkan dampak 
yang besar bagi diri anggota sebab pasangan dan anak PMI memiliki tekanan psikologis dan mentalitas 
yang berbeda dengan keluarga yang suami tinggal di rumah sehingga dapat mengurangi tindakan 
konsumtif, mengurangi dorongan perilaku negatif yang merugikan dan mengurangi tingkat kerentanan 
rumah tangga PMI. Menurut informan SA, pilar pertama mendorong anggota untuk mengelola remitansi 
menjadi modal usaha setelah menerima pengetahuan dan keterampilan dari program BK-TKI. Anggota 
terdorong untuk mengalokasikan sebagian remitansi dari suami yang bekerja diluar negeri untuk menjadi 
usaha produktif atau bisnis atau UMKM dirumahnya masing-masing. Hal ini berdampak pada peningkatan 
kesejahteraan keluarga dan daya tahan tubuh secara fisik dan psikologis karena memiliki ketahanan 
dalam melakukan kegiatan produktif secara kolektif di kelompok dan secara individu. Disamping itu, 
mengurangi resiko suami kembali bekerja ke luar negeri. Hal ini membuat rumah tangga menjadi lebih 
sejahtera dan anggota keluarga memiliki fisik dan mentalitas yang sehat sehingga rumah tangga menjadi 
lebih stabil karena memiliki dukungan kelompok. Oleh karena itu, dapat dikatakan pilar pertama BK-TKI 
telah terlaksana. 

Tindakan sosial berwujud gerakan sosial yang anggota kelompok sosial dan unsur-unsur yang 
tergabung mencapai tujuan bersama menghasilkan tindakan kolektif atau produk sosial (Tilly, 1977). 
Tindakan kolektif ini berbentuk kelembagaan (Program BK-TKI) untuk istri dan anak PMI supaya 
memperoleh perlindungan dan pendampingan dari pemerintah sehingga mencapai sasaran program, 
salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi dengan mengelola remitansi. Menurut Utami (2018), 
program kerja ini dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat supaya dapat berdampingan 
secara kolektif menangani masalah TKI dan keluarganya. 

Perubahan yang dihasilkan oleh anggota adalah pengembangan organisasi berbasis komunitas yang 
mendorong masyarakat dalam menggunakan remitansi sehingga anggota dapat meningkatkan 
kesejahteraan sosial dan ekonomi (Octaviani, 2015). Tindakan sosial yang berbentuk gerakan sosial 
menghasilkan perubahan melalui interaksi sosial antar anggota, mengandung perlawanan dan 
berkelanjutan (Tilly, 1978). Program berbasis komunitas menjadi alat bagi masyarakat untuk mengurangi 
resiko penggunaan remitansi yang tidak efektif menjadi lebih efisien, masyarakat berupaya menjadi lebih 
berdaya dan tidak bertindak konsumtif.  

Interaksi sosial yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong masyarakat dalam mencapai 
tujuan program melalui kegiatan rutin pada masing-masing kelompok setiap bulannya di wilayah pesisir 
KEK Mandalika. Organisasi (LSM) di Kabupaten Cilacap membuat program pemberdayaan bagi 
anggotanya sehingga menciptakan interaksi untuk mencapai tujuan program yaitu peningkatan 
kemampuan purna-PMI dan keluarganya melalui pemberdayaan ekonomi, TIK, hukum, dan mental-
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psikologis, karena pemahaman anggota mengenai pengelolaan remitansi minim atau kurang (Saleh et al, 
2022). Dalam hal ini, program pemberdayaan pada organisasi yang dilaksanakan oleh anggota (calon 
PMI/PMI/purna-PMI) untuk meningkatkan kualitas hidup anggota sehingga menjadi sejahtera, program 
ini dilaksanakan melalui interaksi diwujudkan dengan kebersamaan dan partisipasi antar anggota.  

Komponen penyusun tindakan kolektif sesuai untuk menganalisis fenomena yang didasari 
perbedaan kepentingan, unsur tersebut antara lain: kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan, dan 
tindakan sosial (Tilly, 2004). Menurut Ancelovici (2021), menjelaskan terdapat perbedaan kepentingan 
yang mendasari masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif. Dalam hal ini, melalui pemberdayaan 
ekonomi pada program BK-TKI di wilayah pesisir sehingga dapat mengurangi angka PMI yang bekerja di 
luar negeri, masyarakat pesisir ingin menambah pengetahuan dan keterampilan wirausaha, 
mengembangkan bisnis melalui pengelolaan remitansi, dan mengembangkan relasi ke luar wilayahnya. 
Disamping itu, dapat mengurangi disharmonisasi rumah tangga PMI. 

Selanjutnya, masyarakat pesisir mengimplementasikan program BK-TKI yang diwujudkan dalam 
organisasi atau kelompok yang menjadi identitas bagi keluarga PMI yaitu kelompok BK-TKI Kabupaten 
Lombok Tengah. Hal ini sesuai dengan salah satu komponen tindakan kolektif, yaitu organisasi. Menurut 
Tilly (2004), untuk menghasilkan tindakan kolektif diperlukan wadah yang menjadi identitas umum dan 
berisi unsur atau struktur untuk mempersatukan agen-agen atau anggota kelompok untuk mencapai tujuan 
kelompok atau tindakan kolektif. Mantan buruh migran di Kabupaten Wonosobo melakukan 
pemberdayaan secara kolektif memiliki wadah untuk menaungi anggota baik dari lembaga swadaya 
masyarakat dan pemerintah (Arifiartiningsih, 2016). Anggota kelompok dikumpulkan berdasarkan latar 
belakang yang sama yaitu mantan PMI yang kembali ke daerah asal ingin menggunakan remitansi untuk 
usaha produktif atau bisnis setelah kembali dari luar negeri. Sehingga organisasi merupakan pemersatu 
agen karena menjadi wadah untuk melakukan perubahan dalam suatu gerakan sosial (Tilly, 1985). 

Selanjutnya, mobilisasi agen pelaku tindakan kolektif adalah terkait sumber daya atau aspek 
produksi yang dimiliki agen dalam kendali kolektif (Tilly, 1978). Organisasi memobilisasi partisipan untuk 
menjadi anggota karena agen/partisipan tersebut membawa sumber daya atau potensi untuk mendukung 
keberadaan organisasi dan terjadi perubahan (Tilly dalam Lampe, 2018). Hal ini berarti mobilisasi pada 
agen ditujukan untuk mobilisasi sumber daya bagi organisasi. Menurut Sjafirah et al (2021), program 
BP3TKI Provinsi Jawa Barat membuat anggota memiliki aktivitas produktif (tindakan kolektif) dengan 
mengelola remitansi melalui pemberdayaan ekonomi atau pelatihan kewirausahaan, sehingga masyarakat 
melakukan mobilisasi sumberdaya atau resources seperti ide, nilai, cerita, simbol, makna, lembaga, 
kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan program kerja di organisasi sehingga mencapai tujuan. 

Lampe (2018) menjelaskan bahwa organisasi menjadi wadah untuk proses mobilisasi agen hingga 
mencapai perubahan dengan perekrutan untuk memperoleh dukungan, meningkatkan partisipasi agen, 
serta menambah pengikut dalam gerakan komunitas lokal. Pada fenomena pemberdayaan ekonomi 
program BK-TKI, ketua kelompok melakukan perekrutan dengan mengajak agen untuk berpartisipasi 
supaya dapat melaksanakan pemberdayaan pada program. Menurut Wahyudi (2010), gerakan sosial 
memiliki strategi dalam mobilisasi partisipan atau agen yang berpartisipasi, strategi ini dilakukan dengan 
meyakinkan agen, mengajak agen, memperluas jaringan dan mengajak keluarga agen untuk 
berpartisipasi. Agen yang bergabung dalam gerakan atau organisasi menjadi penentu keberhasilan 
tindakan kolektif. TKI purna perempuan mengikuti paguyuban di Kabupaten Bantul dengan 
melaksanakan program kerja BP3TKI untuk mengelola remitansi dengan mengembangkan usaha, agen 
yang berpartisipasi berdasarkan kemampuan modal (ekonomi dan sosial), memberdayakan diri dan 
lingkungan, serta pengambilan keputusan (Setiadi, 2020). 

Dalam fenomena masyarakat pesisir, keluarga PMI memiliki komponen kesempatan atau 
opportunity, agen berpartisipasi dengan membentuk kelompok pemberdayaan dan melakukan interaksi 
dengan pihak diluar tempat tinggalnya. Agen memperoleh kesempatan atau peluang dalam melakukan 
aktivitas produktif sehingga terjadi perubahan dalam menggunakan remitansi. Menurut Gultom dan 
Nugroho, (2020) , terdapat interaksi yang dihasilkan dalam pendampingan usaha oleh LP3TKI Kabupaten 
Blitar dengan PMI purna dan komunitas keluarga buruh migran. Masyarakat dengan latar belakang yang 
sama memperoleh kesempatan untuk mendapat wawasan wirausaha dengan pihak lembaga dan 
pemerintah daerah. Menurut Tilly (2004) , opportunity atau peluang atau kesempatan dapat melahirkan 
gerakan sosial atau organisasi. Hal ini dikarenakan agen berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan 
menimbulkan perubahan dalam diri agen sehingga terjadi gerakan sosial. Keluarga PMI wilayah pesisir 
KEK Mandalika saling berinteraksi dan menjalin relasi dengan pihak diluar kelompoknya, hal ini 
menghasilkan perubahan dalam pola penggunaan remitansi. 
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Menurut Juddi et al (2021), program perlindungan eks TKI di Kabupaten Cirebon memiliki strategi 
bottom up menghasilkan interaksi antara anggota eks TKI (anggota memiliki remitansi yang melimpah), 
pemerintah, dan keluarga eks TKI dengan komunikasi secara langsung dan media (pamflet, Grup 
WhatsApp, dan pertemuan), selain itu interaksi antara anggota kelompok dengan pemerintah 
menghasilkan minat bagi pengurus organisasi karena memperoleh uang setiap tiga bulan selama dua 
tahun. Agen yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar seperti respon atas munculnya kebijakan 
pemerintah akibat realita atau permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat melahirkan gerakan 
sosial (Tilly, 2004). Dalam hal ini peluang atau kesempatan yang diperoleh agen melahirkan gerakan sosial 
respon dari adanya kebijakan pemerintah. Pada program BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah 
mengeluarkan kebijakan mengenai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 1 Tentang Panduan Umum Bina 
Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Selanjutnya, kebijakan ini dimplementasi di beberapa titik di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dengan dibentuk program BK-TKI. 

Kesempatan atau momentum yang diterima oleh masyarakat digunakan untuk melakukan produksi 
pengolahan kerupuk rumput laut dan produksi makanan khas Sasak, selain itu produksi kerajinan tangan 
wanita (dompet dan tas) dilakukan pada program ini. Hal ini dilakukan untuk mengalokasikan sebagian 
remitansi untuk usaha produktif. Hal ini sesuai dengan kondisi di India bahwa pengiriman remitansi 
digunakan untuk tujuan produktif, terdapat aktivitas yang menghasilkan keuntungan akibat pengiriman 
uang (remitansi) dari luar negeri (Sutradhar, 2020). Kesempatan yang digunakan oleh masyarakat TKI, 
TKI purna dan keluarganya untuk berkegiatan pemberdayaan ekonomi secara kolektif karena 
implementasi kebijakan BNP2TKI, selain itu latar belakang anggota dengan status mapan maka remitansi 
menjadi kesempatan/peluang untuk meningkatkan aset keluarga dengan wirausaha (Bareta & Ispriyarso, 
2018). Dalam hal ini, peluang atau kesempatan atau momentum menuju perubahan sosial terjadi dalam 
organisasi akibat munculnya kebijakan pemerintah dan kondisi latar belakang ekonomi mapan atau stabil 
sehingga memicu tindakan kolektif. 

Komponen terakhir, tindakan sosial, yaitu aksi atau tindakan yang berisi petunjuk untuk mencapai 
kepentingan agen atau anggota yang ditujukan untuk kelompok lain (Tilly, 1978). Tindakan sosial yang 
dilakukan masyarakat pesisir secara kolektif untuk mencapai tujuan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah dalam implementasi program BK-TKI dengan kegiatan pemberdayaan, hal ini ditujukan untuk 
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat pesisir sebagai agen karena membentuk usaha produktif atau 
bisnis dengan mengelola remitansi secara bijak dan efektif. Selain itu, suami yang bekerja sebagai PMI 
tidak kembali menjadi migran kembali di periode selanjutnya. Hal ini sesuai dengan kondisi TKI, calon 
TKI, mantan TKI dan keluarganya tergabung dalam kelompok usaha produktif Desmigratif berpartisipasi 
dengan melaksanakan program dari pemerintah sehingga memperoleh penguatan kapasitas, dapat 
menggunakan remitansi, dan mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri (Karyati dan Adiwirahayu, 
2018).  

Tindakan kolektif merupakan petunjuk atau kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk 
tindakan/aksi secara kolektif (Tilly, 1977). Program ini dapat terlaksana apabila dilakukan secara bertahap, 
memiliki batasan dalam pelaksanaannya, dan memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk kepentingan PMI 
dan keluarganya. Tilly menjelaskan bahwa tindakan kolektif adalah tindakan yang berkelanjutan secara 
bertahap berbentuk petunjuk atau kebijakan yang dilakukan oleh agen secara kolektif terhadap 
kepentingan orang lain (Rahman et al, 2018). Dalam hal ini, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah 
pusat adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 
Kebijakan ini berisi perlindungan ekonomi oleh pemerintah Indonesia untuk pekerja migran dan keluarga 
melalui pengelolaan remitansi oleh lembaga dan edukasi. Intervensi pemerintah dalam bidang ini adalah 
edukasi pengelolaan remitansi dan kewirausahaan untuk menjamin kesejahteraan (Ayuningtyas dan 
Yuniza, 2022). Oleh karena itu, purna migran dan keluarganya melaksanakan program kerja dari 
kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. 
 
4. SIMPULAN DAN SARAN 

Masyarakat pesisir yang tergabung dalam komunitas pemberdayaan bagi keluarga PMI 
melaksanakan program BK-TKI, agen atau anggota dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi ketika 
suami bekerja menjadi PMI dan setelah selesai periode bekerja. Remitansi yang dikirim oleh PMI untuk 
keluarga dapat dikelola secara bijak sehingga mengurangi angka PMI yang kembali bekerja di luar negeri. 
Pengelolaan remitansi dilakukan oleh keluarga PMI dengan memiliki usaha produktif atau bisnis di rumah 
masing-masing. Hal ini dapat dilakukan karena agen telah menerima pengetahuan dari program yang 
merupakan wujud dari pelaksanaan pilar pertama yaitu pemberdayaan keluarga PMI. Program BK-TKI 
telah berhasil melakukan pilar pertama, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan/aktivitas 
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program yang rutin dilakukan tiap bulan oleh ketua BK-TKI Kabupaten Lombok Tengah dan 
sosialisasi/mentoring oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun pelaksanaannya tidak 
rutin dilakukan oleh instansi, namun, telah membawa perubahan yang signifikan berupa peningkatan 
pemahaman mengenai kewirausahaan dan praktik pengelolaan remitansi untuk usaha produktif di rumah 
tangga/keluarga PMI. Pilar pertama program bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengelola 
sumber daya laut, masyarakat menerima pelatihan produksi olahan potensi wilayah pesisir untuk 
produksi kerupuk rumput laut, dan pelatihan menjahit untuk produksi bros dan tas wanita. Program ini 
mengurangi resiko keretakan rumah tangga dan perilaku konsumtif karena keluarga PMI memiliki 
aktivitas di luar rutinitas domestik, mengelola remitansi dengan bijaksana, menjalin relasi dengan sesama 
anggota dan pihak terkait, memiliki akses dalam penggunaan remitansi, serta memiliki usaha produktif 
atau bisnis di rumah masing-masing. Hal tersebut dilakukan karena anggota komunitas atau keluarga PMI 
memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai kewirausahaan dari kegiatan sosialisasi, mentoring, 
pelatihan, dan pembinaan program kerja BK-TKI oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta 
pendampingan rutin oleh ketua BK-TKI wilayah pesisir KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Saran 
untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan peneliti lain dapat menganalisis fenomena sosial 
mengenai pemberdayaan ekonomi atau fenomena sosial pada pilar-pilar lain pada program BK-TKI 
khususnya di wilayah KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, peneliti lain diharapkan 
mengeksplorasi realita sosial mengenai pengelolaan remitansi berbasis komunitas pada program BK-TKI 
dengan perspektif atau sudut pandang lainnya sehingga penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian 
serupa lain yang lebih mendalam. Selanjutnya, masyarakat atau akademisi dapat mengetahui kondisi 
masyarakat pesisir khususnya keluarga PMI terkait perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan 
sektor sosial dan ekonomi. Penelitian-penelitian lain yang serupa akan berkontribusi bagi kehidupan 
masyarakat pesisir keluarga PMI dan program kerja BK-TKI sehingga membawa perubahan yang 
signifikan untuk kehidupan anggota menjadi berdaya dan sejahtera dalam aspek sosial dan ekonomi. 
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